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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan :
bagaimana implementasi akad murabahah yang disertai dengan akad wakalahdi
PT>. BPRS Lantabur Jombang? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap
implementasi akad murabahah yang disertai dengan akad wakalahdi PT>. BPRS
Lantabur Jombang?

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan
selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Yaitu dengan
menganalisis dalil-dalil Al-Qur an dan hadist tentang murabahah dan wakalahyang bersifat
umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi akad murabahah
yang disertai dengan akad wakalah diPT. BPRS Lantabur Jombang adalah bank
membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan memberikan
kuasa kepada nasabah pengguna dana tersebut untuk membelanjakan sendiri barang-
barang modal yang mereka butuhkan. Sedangkan penandatanganan akad murabahah
dan akad wakalahdilakukan secara bersamaan dengan akad wakalah. Dari
keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya akad murabahah terjadi
sebelum barang menjadi milik bank.

Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah yang
dilakukan secara bersamaan dengan akad wakalahbertentangan dengan Fatwa MUI
No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan PBI No.7/46/PBI/2005 serta tidak
memenuhi salah satu syarat jual beli didalam Islam yaitu barang yang diakadkan
harus ada, milik sendiri, dan dapat diserahkan ketika akad. Apabila pada jual beli itu
salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan
sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak BPRS Lantabur
Jombang disarankan didalam melakukan transaksi murabahah yang disertai dengan
akad wakalahuntuk melaksanakan akad wakalah terlebih dahulu, dan setelah barang
secara prinsip sudah menjadi milik bank, maka barulah dilaksanakan akad
murabahah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank
yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Syariah adalah
lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan
berdasarkan pada Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw.!

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu
perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem
perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang
sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan
syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan
dasar-dasar hukum operasionalnya. Legalisasi Perbankan Syariah diawali dengan
dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Secara implisit UU
tersebut telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar
operasional bagi hasil. Selanjutnya pada tahun 1998 dikeluarkan UU NO. 10
tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 , yang memberikan
landasan hukum bagi keberadaan sistem Perbankan Syariah utamanya mengenai

dual banking system. Berikutnya pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun

! Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah (
Yogyakarta : Ull Press Yogyakarta, 2004 ) , 1.



1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank
Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.
Hingga akhirnya lahir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah sehingga
melengkapi landasan konstitusional dalam menjalankan dan mengembangkan
Perbankan Syariah di Indonesia.

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada
pihak minus dana. Selain berperan sebagai lembaga keuangan yang bersifat
sosial, Bank Syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki
perekonomian umat. Sejalan dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari
masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang
membutuhkan. Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga dengan
pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Bank Syariah
kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah
dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat surplus dana.?

Bank sebagai intermediary financial atau lembaga perantara keuangan
harus melakukan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara
seimbang. Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah adalah untuk
mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Syariah.

Dalam aplikasinya, Bank Syariah menggunakan akad-akad dalam
transaksinya. Istilah akad terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 dinyatakan

dalam pasal 1 angka 13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah

2 lbid., 7.



atau UUS (Unit Usaha Syari’ah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.®
Dalam Islam, akad terdiri dari dua unsur, yaitu rukun akad dan syarat
akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur esensial yang membentuk akad, yang
harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi yang terdiri atas berikut ini:*
1. Subyek akad
2. Obyek yang akan diakadkan
3. Sigat akad
Adapun akad-akad dari produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah
dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :°
1. Produk penyaluran dana yang meliputi akad mura>bah}ah, salam, istishna,
ija>rah, IMBT,musya>rakah, hiwa>lah, rahn, gard}, waka>lah, dan
kafa>lah.
2. Produk penghimpunan dana yang berbentuk giro, tabungan dan deposito yang
prinsip operasionalnya menggunakan akad wadi’ah dan mud}a>rabah.
3. Produk jasa. Antara lain berupa sharf (jual beli valuta asing) dan ija>rah (safe
deposit box, custodian, dll).
Dari salah satu jenis penyaluran dana dari Bank Syariah diatas, skim jual

beli mura>bah}ah merupakan salah satu skim figih yang paling populer

3 Adrian Sutedi, Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum ( Bogor : Ghalia
Indonesia, 2009 ) , 118.

4 Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah ( Yogyakarta : Ull Press, 2004 ) , 66.

> Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Figih dan Keuangan ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2004), 97.



digunakan oleh Perbankan Syariah. Jenis transaksi mura>bah}ah ini sangat
dominan dijalankan oleh lembaga keuangan. Baik Bank Umum Syariah, Bank
Pembiayaan Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Baytul Ma>l Wat Tamwil
(BMT).

Begitu pula yang terjadi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Lantabur Jombang. Akad jual beli (mura>bah}ah) merupakan akar pembiayaan
pada PT. BPRS Lantabur Jombang tersebut. Didukung dengan keberadaannya
ditengah-tengah pasar, sehingga sebagian besar untuk para pedagang yang
membutuhkan modal, mereka mengajukan pembiayaan pengadaan barang modal
kepada BPRS Lantabur Jombang dengan menggunakan akad mura>bah}ah.
Karena dianggap akad mura>bah}ah adalah akad yang mudah dilaksanakan.

Adapun beberapa alasan transaksi jual beli mura>bah}ah mendominasi
penyaluran dana Bank Syariah antara lain adalah mudah diimplementasikan,
pendapatan bank dapat diprediksi, dan tidak perlu mengenal nasabah secara
mendalam.®

Mura>bah}ah berasal dari kata ribh}u ( keuntungan ), yaitu prinsip jual
beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai
keuntungan ( ribh}un ) yang disepakati.” Dalam daftar istilah buku himpunan

fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

& Wiroso, Jual Beli Murabahah ( Yogyakarta : UIl Press, 2005 ) , 12.
7 Adrian sutedi, perbankan syari’ah tinjauan dan beberapa segi hukum ( Bogor : Ghalia indonesia,
2009), 122.



mura>bah}ah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih.

Mura>bah}ah diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana Firman Allah
QS. al-Nisa’ [4]: 29:
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Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.®

Pada mura>bah}ah penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi.
Sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.
Dalam pelaksanaannya pembelian obyek mura>bah}ah juga dapat dilakukan oleh
pembeli mura>bah}ah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad
waka>lah atau perwakilan.

Setelah akad waka>lah, pembeli mura>bah}ah bertindak untuk dan atas
nama bank untuk melakukan pembelian obyek mura>bah}ah tersebut. Setelah
akad waka>lah selesai dan obyek mura>bah}ah tersebut secara prinsip telah
menjadi hak milik bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli,
yaitu akad mura>bah}ah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No.

04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah

8 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Demak: Tanjung Mas Inti,1992),122.



untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. °

Sedangkan yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur
Jombang adalah akad waka>lah dan akad mura>bah}ah dilakukan dalam waktu
yang bersamaan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis akan menulis skripsi yang
berjudul  Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad
Mura>bah}ah Yang Disertai Dengan Akad Waka>lah di PT. BPRS Lantabur

Jombang .

B. ldentifikasi Dan Batasan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan-persoalan yang harus
dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Yaitu
1. Sejarah berdirinya dan struktur organisasi PT. BPRS Lantabur Jombang
2. Produk-produk pembiayaan di PT. BPRS Lantabur Jombang
3. Mekanisme pembiayaan di PT. BPRS Lantabur Jombang
4. Implementasi pembiayaan mura>bah}ah di PT. BPRS Lantabur Jombang
5. Implementasi pembiayaan mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah

di PT. BPRS Lantabur Jombang

°http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151:fatwa-dsn-mui-no-
04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah&catid=57:fatwa-dsn-mui, 26 maret 2010.



6. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi pembiayaan mura>bah}ah
yang disertai dengan akad waka>lah di PT. BPRS Lantabur Jombang
Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya
meliputi
1. Implementasi pembiayaan mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah
di PT. BPRS Lantabur Jombang
2. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi pembiayaan mura>bah}ah

yang disertai dengan akad waka>lah di PT. BPRS Lantabur Jombang

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya yang
dapat diambil dalil adalah
1. Bagaimana implementasi dari akad pembiayaan mura>bah}ah yang disertai
dengan akad waka>lah di PT. BPRS Lantabur Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi dari akad
pembiayaan mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah di PT. BPRS

Lantabur Jombang?

D. Kajian Pustaka
Penulisan skripsi ini  berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap
Implementasi Akad Pembiayaan Mura>bah}ah yang disertai dengan Akad

Waka>lah di PT. BPRS Lantabur Jombang, yang mana pokok pembahasannya



adalah tentang pengakadan mura>bah}ah dan waka>lah pada pembiayaan
tersebut.

Dalam kajian-kajian skripsi yang terdahulu, banyak yang membahas
tentang Mura>bah}ah Yang disertai Akad Waka>lah. Seperti skripsi yang ditulis
oleh Zunatur Rhohmanah tahun 2010 dengan judul ” Penerapan Akad Waka>lah
Pada Produk Mura>bah}ah Di KSPS Ben Tawakkal Kecamatan Mantub
Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)” dan skripsi yang ditulis
oleh Haritz Rabbani tahun 2008 tentang * Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Ketentuan Dan Penerapan Produk Mura>bah}ah Dengan Akad Waka>lah Pada
PT. BPRS Untung Suropati Bangil Pasuruan”. Akan tetapi dua skripsi diatas
hanyalah membahas tentang si wakil yang tidak amanah (dana yang diberikan
oleh bank tidak digunakan sesuai dengan perjanjian ketika awal akad antara pihak
bank dengan si wakil).

Kajian lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Syamsuddin tahun 2002
tentang “Penerapan Pembiayaan mura>bah}ah Dengan Akad Kuasa (Studi
Analisis BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gersik) “ yang
mengasumsikan bahwasaannya penerapan pembiayaan mura>bah}ah di BPRS
tersebut tidak sesuai dengan mura>bah}ah dalam Islam, karena penerapan
mura>bah}ah tersebut sama halnya dengan sistem kredit yang dipakai oleh bank
konvensional. Dan dalam pemberian surat kuasanya juga tidak sesuai dengan

konsep waka>lah dalam Islam yaitu si wakil membeli darinya untuk dirinya yang



akan merugikan salah satu pihak yakni pemberi kuasa yang akan mengakibatkan
adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun yang menjadi perbedaan antara kajian-kajian terdahulu yang telah
disebutkan diatas dengan judul skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang
akad waka>lah dan akad mura>bah}ah dilakukan dalam waktu yang bersamaan
sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Demikianlah yang terjadi di

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang

E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari akad pembiayaan
mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah di PT. BPRS Lantabur
Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap implementasi
dari akad mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah di PT. BPRS

Lantabur Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah praktik murabahah
2. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu khususnya bidang Muamalah
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam menentukan

kebijakan dalam akad mura>bah}ah
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4. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk
penelitian-penelitian serupa di Bank Syariah lainnya, serta bermanfaat bagi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jawa

Timur guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

G. Definisi Operasional
Untuk memperjelas makna dari beberapa istilah dalam skripsi yang
berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mura>bah}ah

Yang Disertai Dengan Akad Waka>lah di PT. BPRS Lantabur Jombang, maka

perlu definisi operasional sebagai berikut :

Hukum Islam : Hukum-hukum yang bersifat umum ( kulli ) yang dapat
diterapkan dalam perkembangan Hukum Islam menurut
kondisi, situasi masyarakat, massa.'® Dalam skripsi ini adalah
Hukum Islam tentang mura>bah}ah yang bersumber dari Al-
Quran, As-sunnah, pendapat ulama’-ulama’ figih dan fatwa
DSN-MUIL.

Akad : Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit
Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip

syariah.

10 Hashy Ash Shiddi>qy, Falsafah Hukum Islam ,( Jakarta : Bulan Bintang , 1975 ), 44.
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Mura>bah}ah : Suatu fasilitas yang diberikan Bank Syariah kepada
masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana
yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat
surplus dana dengan menggunakan prinsip jual beli dimana
harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai
nilai keuntungan ( ribh}un) yang disepakati.

Waka>lah . Pelimpahan kekuasaan oleh pihak bank kepada nasabah

pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan.

H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.
1. Data yang dihimpun adalah
a. Data tentang mura>bah}ah
b. Data tentang waka>lah
c. Data tentang implementasi pembiayaan mura>bah}ah di PT. BPRS
Lantabur Jombang.
d. Data tentang implementasi pembiayaan mura>bah}ah yang disertai

dengan akad waka>lah di PT. BPRS Lantabur Jombang.



12

2. Sumber data
Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan
responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk
statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.!
Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:
a. Sumber data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wakil
pimpinan dan legal officer BPRS Lantabur Jombang, serta nasabah
pengguna dana.
b. Sumber data sekunder
Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan
sebagai sumber adanya penelitian ini adalah buku-buku literatur dan
dokumen bank yang ada hubungannyaa dengan masalah tersebut.
Diantaranya :
e Adiwarman A Karim, Bank Islam : Analisis Figih dan Keuangan,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
e Adrian Sutedi , Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi

Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

11 Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam teori dan praktek), (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V,
2006), 87.
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e Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah, Cet. Kedua,
Yogyakarta, Ull Press, 2004.
e Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta, Ull Press, 2005.
3. Teknik pengumpulan data
a. Observasi
Yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa
adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.*? Data yang
diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik akan fenomena yang terjadi.
Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena dikhususkan pada masalah
akad pembiayaan mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah.
b. Wawancara
Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau
wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat
yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).®

c. Dokumentasi

12 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), 175.
13 |bid ., 193-194.
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Yatitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan

sebagainya.4

4. Metode analisis data

Teknik yang akan dipakai melalui metode deskriptif analisis, yaitu
menggambarkan masalah dimulai dari permasalahan yang menjadi obyek
penelitian, baik yang diperoleh dari studi lapangan yang berupa data primer
maupun yang berasal dari kepustakaan yang berupa data sekunder, kemudian
dianalisis dan dicarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari
permasalahan yang ada. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan
implementasi akad mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah di PT.
BPRS Lantabur Jombang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Sedangkan pola pemikirannya menggunakan pola pikir deduktif. Pola
pikir deduktif yaitu dengan menganalisis dalil-dalil Al-Qur an dan hadist
tentang mura>bah}ah dan waka>lah yang bersifat umum dan kemudian

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

. Sistematika Pembahasan

14 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , ( Jakarta : Rineka Cipta
,Cet. X111, 2006 ) , 231.
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Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian,

Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian

dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab ini dipaparkan kajian teoritis tentang :

a. Pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad.

b. Pengertian Mura>bah}ah, dasar hukum mura>bah}ah, rukun
dan syarat mura>bah}ah, jenis-jenis mura>bah}ah

c. Pengertian waka>lah, dasar hukum waka>lah, syarat dan rukun
waka>lah, jenis-jenis waka>lah, berakhirnya ikatan perwakilan.

Merupakan hasil dari penelitian tentang Implementasi Akad

pembiayaan Mura>bah}ah Yang disertai dengan Akad Waka>lah di

PT. BPRS Lantabur Jombang. Yang memaparkan sub bab-bab yang

terdiri dari: gambaran umum PT. BPRS Lantabur Jombang yang

meliputi sejarah berdirinya BPRS Lantabur Jombang, struktur BPRS

Lantabur Jombang, produk-produk BPRS Lantabur Jombang, serta

mekanisme transaksi pembiayaan mura>bah}ah yang disertai

dengan akad waka>lah di PT. BPRS Lantabur Jombang.

Bab ini berisi analisis hukum Islam terhadap implementasi akad

pembiayaan mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah di

PT. BPRS Lantabur Jombang

Tentang Penutup, Pada bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran.
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BAB Il
AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH DALAM

HUKUM ISLAM

A. Akad
1. Pengertian Akad
Secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik

ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun

dari dua segi. Bisa juga berarti 232ll(sambungan), 2¢= (janji).

Menurut terminology ulama figih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu

secara umum dan khusus:*

a. Pengertian umum
Secara umum, pengertian akad dalam arti luas adalah segala sesuatu
yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri,
seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya
membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan
gadai.

b. Pengertian khusus

i =

d2 i B i g e U3 o) D)

! Rachmat syafe’i, Figih Muamalah , (Bandung : Pustaka Setia ,cet. 1, 2001),43.

16
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Artinya :

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-gabul berdasarkan ketentuan
syara’ yang berdampak pada obyeknya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan i>jab-gabu>I adalah suatu
perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam
berakad diantara dua orang atau lebih.

Istilah akad juga terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008
dinyatakan dalam pasal 1 angka 13. Akad adalah kesepakatan tertulis
antara Bank Syari’ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya
hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip
syari’ah.?

2. Dasar Hukum Akad
...... a3l 5350 5T 0 e
““Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”3
3. Rukun Dan Syarat Akad
Didalam Islam terdapat rukun akad dan syarat akad. Rukun dapat
dipahami sebagai unsur esensial yang membentuk akad, yang harus selalu
dipenuhi dalam suatu transaksi. Sedangkan syarat adalah unsur yang
membentuk keabsahan rukun akad. Sahnya suatu akad sangat bergantung

pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad. Ahmad Azhar Basyir

2 Adrian Sutedi, Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum ( Bogor : Perpustakaan
Nasional : KDT Ghalia Indonesia, 2009 ) , 118.
3 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Demak: Tanjung Mas Inti,1992),156.
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dalam bukunya yang  berjudul Azas-Azas Hukum Muamalah (

Yogyakarta : Ull Press, 2004 ) , 66. Menjelaskan tentang syarat dan

rukun akad yang terdiri dari :

a. Subyek akad

Paling sedikit terdiri atas dua orang yang baligh, berakal sehat,

cakap hukum.

b. Obyek yang akan di akadkan

Dalam jual beli obyeknya adalah barang yang diperjual belikan

dan harganya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyek memerlukan

akad sebagai berikut :

1)

2)

3)

Telah ada pada waktu akad diadakan. Obyek akad harus telah
wujud pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud tidak
dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan fugoha’
sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada
sesuatu yang belum berwujud.

Dapat menerima hukum akad. Dalam akad jual beli misalnya,
barang yang diperjual belikan harus merupakan benda bernilai bagi
pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli.

Dapat ditentukan dan diketahui. Obyek akad harus dapat
ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan
akad. Ketidakjelasan obyek akad mudah menimbulkan sengketa

kemudian hari. Sehingga tidak memenuhi syarat menjadi obyek



4)
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akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan
dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama.
Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Obyek akad harus dapat
diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti
harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada saat
yang telah ditentukan dalam akad, obyek akad dapat diserahkan
karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah
pihak yang bersangkutan.

Dari empat syarat obyek akad tersebut diatas, secara garis
besar dapat disebutkan bahwa sesuatu dapat menjadi obyek akad
apabila menimbulkan sengketa dikemudian hari antara pihak-pihak
yang bersangkutan. Syarat yang disebut terakhir mengharuskan

obyek akad itu telah wujud, jelas dan dapat diserahkan.

c. Akad/Sig}at terdiri atas :°

1)

I>>jab (penawaran)

4 Adrian Sutedi, Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum ( Bogor : Ghalia
Indonesia, 2009 ) , 120.

% 1bid.,120.
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I>jab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah
seorang yang berakad buat memperlihatkan kehendaknya dalam
mengadakan akad,siapapun saja yang memulainya.

2) Qabu>I (penerimaan)

Qabu>| adalah jawaban pihak yang lain sesudah adanya
i>jab buat menyatakan persetujuannya.

Adapun syarat sah akad adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak
itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hokum atau
perbuatan yang melawan hukum syariah. Karena perjanjian
yang bertentangan dengan hokum syariah tidak sah dan dengan
sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak
untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

2. Terjadinnya perjanjian atas dasar saling ridha dan ada pilihan.
Dalam hal ini tidak boleh ada unsure paksaan dalam membuat
perjanjian tersebut.

3. Isi perjanjian harus jelas.

B. Mura>bah}ah
1. Pengertian mura>bah}ah
Mura>bah}ah merupakan salah satu jenis jual beli yang paling

banyak diterapkan. Mura>bah}ah berasal dari kata ribhu (keuntungan),
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yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok
barang ditambah nilai keuntungan (ribh}un) yang disepakati.®

Para fugoha mendefinisikan mura>bah}ah sebagai penjualan
seharga biaya / harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau
margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik mura>bah}ah adalah
bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian
produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada
biaya (cost) tersebut.

Dalam beberapa kitab figih, mura>bah}ah merupakan salah satu
dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan
jual beli musawwamah (tawar menawar). Mura>bah}ah terlaksana antara
penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian
penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun
diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi
yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga, tanpa
melihat harga suatu barang.

Dalam bukunya yang berjudul Bank Syari’ah Dari Teori Ke
Praktik, Muhammad Syafi’i Antonio juga mendefinisikan bai’
mura>bah}ah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan

tambahahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ mura>bah}ah,

® Adrian sutedi, Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum ( Bogor : Ghalia
indonesia, 2009 ), 122.



22

penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan
suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Bank pada hakikatnya memberikan dana pinjaman, namun didalam
konteks syariah pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari dana
yang dipinjamkan. Bank Syariah harus melakukan jual beli dengan
nasabah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah selaku pembeli
sehingga akad yang paling tepat digunakan adalah akad mura>bah}ah.
Pada umumnya Bank Syariah mengadopsi mura>bah}ah untuk
memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna
pembelian barang. Bank bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual
barang yang dibutuhkan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan
oleh nasabah kepada supplier dengan harga tertentu secara langsung atau
melalui wakil yang ditunjuk, kemudian barang tersebut dijual kepada
nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang
disepakati bersama.

Ciri dasar kontrak mura>bah}ah ( sebagai jual beli dengan
pembayaran tunda ) adalah
a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan

tentang harga asli barang.

" Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik , (Jakarata : Gema Insani ,

2001) , 101.
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b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan
uang.
c. Obyek yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual.
d. Pembayarannya ditangguhkan.
2. Dasar Hukum Mura>bah}ah

Hukum asal jual beli adalah boleh. Sesuai dengan kaidah figih

v

A2 e s Jlg 3Ty ey c8uad 5

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.”®

Alqur’an bagaimanapun juga tidak pernah secara langsung

membicarakan tentang mura>bah}ah, meski disana ada sejumlah acuan

tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya

tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada mura>bah}ah. °

a. Alqgur’an
Ayat-ayat al qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad
transaksi mura>bah}ah adalah

1) Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:

8A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet 1,2006),130.
° Abdullah saeed, penerjemah arif maftuhin. Menyoal bank syari’ah kritk atas interpretasi bunga
bank kaum neo- revivalis. (Jakarta : paramadina 2004), 119
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2 )

B 5 0% 0N edy oK 2K R Y sl g

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...””10

2) Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 275:

...... g B A A=l Ll
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba....”
b. Sunnah

Hadis Nabi saw.:
The U, a82 8 dige W, 22k 1 o) 5}\Juﬂw

1B agl B8, A A 2535 R u"fz"j

(b 5 )

“Abbas Ibnu Wali>d Ad Damasyqiyy,Marwa>n Bin
Muhammad  menceritakan, Abdul Azi>z Bin  Muhammad
menceritakan, dari Dawud Bin S}olih Al Madaniyy, dari bapaknya
:berkata : aku mendengar Abi Sa’id Khudriy berkata : Rasulullah
SAW berkata (Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama
suka.)”

c. ljma>’

10 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Demak: Tanjung Mas Inti,1992),122.
H1bid.,69.

12 Ibnu ma>jah, Sunan lbnu Ma>Jah,juz 2, (Bairut :Dar al kitab al ilmiah,TT),733.
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Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli,
karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa
yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli
adalah asalah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan
demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi
kebutuhannya.®

Kaidah figh:

¢

2 e s Ol 5T ds oyt w3l g Y

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.” 4

3. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah

Didalam transaksi mura>bah}ah, rukun dan syaratnya harus
terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang harus selalu dipenuhi dalam
suatu transaksi. Adapun rukun mura>bah}ah terdiri dari:

a. Orang yang menjual
b. Orang yang membeli
c. Sig}at
d. Barang atau sesuatu yang diakadkan
Sedangkan menurut mayoritas ahli hukum Islam, rukun yang

membentuk akad murabahah terdiri dari ; *°

13 Muhammad , sistem dan prosedur operasional bank syari’ah , ( Yogyakarta : Ull Press , cet 1,

2000) , 23.

14 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet 1,2006),130.
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a. Adanya penjual (ba’i)

b. Adanya pembeli (musytari>)

c. Obyek atau barang (mabi’) yang diperjualbelikan

d. Harga (sJaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang.
e. I>jab gobu>I (sig}at)

Mura>bah}ah merupakan salah satu jenis jual beli sehingga
syarat-syarat jual beli juga berlaku didalamnya. Syarat —syarat akad
jual beli:

a. Syarat yang mengadakan akad
1) Syarat orang yang berakad
a) Orang yang berakad harus berakal, bisa membedakan mana
yang benar dan mana yang salah
b) Orang yang berakad harus banyak berperan (tempat akad
harus dilaksanakan dalam satu majelis)
2) Barang yang diakadkan harus memenuhi syarat
a) Barangnya harus ada
Sehingga tidak boleh mengadakan akad jual beli
barang yang tidak ada, sampai barang tersebut ditemukan,
dan barang terancam tidak ada. Contoh pertama, jual beli

anaknya onta, dan jual beli buah sebelum ada pada

15 Abd. Shomad , Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hokum Indonesia ( Jakarta :
Kencana Prenada Media Group , cetakan pertama , 2010) , 168.
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pohonnya. Contoh kedua jual beli janin, dan jual beli air
susu yang masih didalam teteknya. Dengan berdalil
riwayat Ahmad, Al Baihagi dan lbnu Hibban dan Sanad

yang hasan; bahwa Hakim bin Hizam berkata ;

-

J6 #Z U3 5 Ll o A2 WS L3 fn 3 Js U

o, 4
S @
“ow

add 2545 W e EIRAN
“Wahai Rasulullah sesungguhnya aku membeli barang
jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram
daripadanya untukku? Rasulullah bersabda :jika kamu

telah membeli sesuatu maka janganlah kau jual sebelum
ada ditanganmu™.6

b) Barangnya berupa harta yang jelas hartanya
c) Barangnya dimiliki sendiri, artinya terjaga
d) Barang itu dapat diserahkan waktu akad
Dan menurut riwayat Al- Bukho>ri dan Muslim :
oW oge & J3s wi L 0p 5 uuus &)
Sk G ead K5 7 g3 3T G e Gld gk 13 Jlog

B d
Bahwa pada zaman Rasulullah manusia membeli makanan
secara jumlah untuk kemudian mereka jual ditempat.

Sebelum  mereka tempatkan atau bawa keperjalanan
mereka.

Dan Rasulullah SAW menyatakan tentang barang yang

dijual tetapi belum diserahkan :

16 Sayyid sabig, figih sunnah (alih bahasa kamaluddin A. Marzuki),jilid 12,( Bandung: Pustaka, cet
2,TT),64.
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o

dog e d Jo & 32 O
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( > jbﬁf
Dari Zaid bin s|abit r.a. bahwa Nabi SAW telah melarang
menjual barang-barang ketika berlaku jual-beli sebelum
barang-barang itu dipindahkan oleh pedagang-pedagang ke
kendaraan mereka lebih dahulu.”” (H.R. Abu Dawud)
b. Syarat pelaksanaan akad

1) Pemilikan atau Penguasaan

2) Dalam barang yang akan diperjualbelikan hanya terdapat hak
penjual.

Sedangkan syarat mura>bah}ah adalah :

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan

c. Kontrak harus bebas riba

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat
atas barang sesudah pembelian

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan

7 Ibnu Mas’ud, Figih Madzhab Syafi’i (edisi lengkap) buku 2; Muamalat, Munakahat,
Jinayat,(Bandung: CV Pustaka Setia,cet 2, 2007),61.
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Sedangkan Wiroso dalam bukunya yang berjudul jual beli
mura>bah}ah  mengemukakan beberapa syarat yang
dibutuhkan dalam mura>bah}ah. Yaitu :

1) Mengetahui harga pertama ( harga pembelian )

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga
pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual
beli.

2) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan,
karena ia merupakan bagian dari harga (s|aman),
sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki
kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar,
ditimbang, dan dihitung. Syarat ini diperlukan dalam
mura>bah}ah dan tawiliyah (pelimpahan wewenang), baik
ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama tau
orang lain. Serta baik keuntungan dari jenis harga pertama
atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa
sesuatu yang diketahui ketentuannya. Jika modal dan
benda-benda yang tidak memiliki kesamaan , seperti
barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh di

perjual belikan dengan cara mura>bah}ah atau tawliyah
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oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan . hal ini
karena mura>bah}ah atau tawliyah adalah jual beli
dengan harga yang sama dengan harga pertama , dengan
adanya tambahan keuntungan dalam sistem mura>bah}ah.
Sistem dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba
tersebut pada harga pertama. Seperti membeli barang yang
ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan
takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan
sistem  mura>bah}ah. Hal semacam ini tidak
diperbolehkan karena mura>bah}ah adalah jual beli
dengan harga pertama dengan adanya tambahan,
sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah
riba dan bukan keuntungan

Transaksi pertama haruslah sah secara syara’

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh
dilakukan jual beli secara mura>bah}ah, Kkarena
mura>bah}ah adalah jual beli dengan harga pertama
disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang
tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan
barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak

benarnya penanaman.
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Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-

MUI/1/1V/2000 tentang mura>bah}ah difatwakan beberapa

hal, antara lain :

Pertama: Ketentuan Umum Mura>bah}ah dalam Bank

Syariah:
a)

b)

d)

f)

Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah
yang bebas riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh
syariah Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan
secara hutang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut

biaya yang diperlukan.
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g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan
perjanjian khusus dengan nasabah.

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip, menjadi milik bank.

4. Jenis Jenis Mura>bah}ah

Mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :®

a. Mura>bah}ah tanpa pesanan
Maksudnya Bank Syariah menyediakan barang dagangannnya
tanpa terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan
atau pembeli
b. Mura>bah}ah berdasarkan pesanan
Maksudnya Bank Syariah baru akan melakukan transaksi
mura>bah}ah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang

sehingga penyediaan barang baru baru dilakukan jika ada pesanan

18 Wiroso, Jual Beli Murabahah ( Yogyakarta : Ull Press, 2005 ) , 37.
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pada mura>bah}ah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau

terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

1)

2)

Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi
Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat,
maksudnya apabila telah pesan harus dibeli

Mura>bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat,
maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi
nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan
barang tersebut.

Sedangakan jika dilihat dari caranya, mura>bah}ah dapat
dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh.
Yang banyak dijalankan oleh Bank Syariah saat ini adalah
mura>bah}ah berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan
cara pembayarannya tangguh.

Pengertian mura>bah}ah berdasarkan pesanan adalah
suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegoisasi dan
berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan
bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk
membeli aset yang kemudian dimilki secara sah oleh pihak kedua.
Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah

dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Kedua
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belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan aset
pindah ke nasabah. °

Dalam prakteknya pembelian objek mura>bah}ah dapat
dilakukan oleh pembeli mura>bah}ah tersebut sebagai wakil dari
pihak bank dengan akad waka>lah atau perwakilan. Pembeli
mura>bah}ah bertindak untuk dan atas nama bank dalam
melakukan pembelian. Setelah akad waka>lah selesai dan objek
mura>bah}ah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik
bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli, yaitu
akad mura>bah}ah. Sesuai dengan isi fatwa DSN MUI No.
04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan Jika bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Dengan kata lain,
pemberian kuasa (Waka>lah) dari Bank kepada Nasabah atau
pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum Akad Jual beli
Murabahah terjadi. Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan
tentang peraturan tersebut.. Melalui Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang
standarisasi akad, Bl menegaskan kembali penggunaan media

waka>lah dalam mura>bah}ah pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu

9 1bid ,. 41
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dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (Waka>lah) untuk
membeli barang, maka akad mura>bah}ah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahkan dalam
bagian penjelasan PBI tersebut ditegaskan bahwa akad waka>lah
harus dibuat terpisah dengan akad mura>bah}ah. Lalu ditegaskan,
yang dimaksud secara prinsip barang milik bank dalam Wakalah
pada Akad Murabahah adalah adanya aliran dana yang ditujukan
kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi
pembelian.?°

Kedua: Ketentuan Mura>bah}ah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian
suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum
perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak

harus membuat kontrak jual beli.

20 www.bi.go.id,(01 juli 2011).
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C. Waka>lah
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Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,

biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa

kerugiannya kepada nasabah.

. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari

uang muka, maka

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak

mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

1. Pengertian Waka>lah

Al waka>lah atau al wika>lah, bermakna : At Tafwid} (penyerahan =

pendelegasian = pemberian mandat).
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Yang dimaksud disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang
kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.
2. Dasar Hukum Waka>lah
a. Algur’an
Islam mensyariatkan waka>lah karena manusia
membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk
menekuni segala urusannya secara pribadi. la membutuhkan kepada
pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil

darinya.

Surat al kahfi ayat 19

yuvﬁugw&udu“”b e L;LMJHM SRRty
J\om;ﬁsjyrfbﬁ” AR ru\“/\jju@u 2235 Gy
éo yjdkujw%, r&;wuwu{ww A5l

Jas]

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya
diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara
mereka:sudah berapa lamakah kamu berada disini. Maka suruhlah
salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu
ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan
hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia
berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun”.(Q.S.:18 ayat 19).%

b. Ijma>’

21 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Demak: Tanjung Mas Inti,1992),445-446.
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Para ulama’ bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya
waka>lah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya
dengan alas an bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-
menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan
oleh al-qur’an dan disunnahkan oleh Rasulullah. Sebagaimana firman
Allah dalam surat Al Maidah

O3y e o 125 W5 V5 iy ) e 125 s
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
tagwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran™.?
3. Ketentuan tentang waka>lah

Akad waka>lah telah diterapkan dalam lembaga keuangan

syari’ah. Fatwa untuk akad ini telah dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah

Nasional — Majelis Ulama Indonesia NO: 10/ DSN-MUI/1V/2000

yang berisi tentang :

Pertama: Ketentuan tentang Waka>lah:

a. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak
(akad).

b. Waka>lah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh
dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat Waka>lah:

22 1bid.,156
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a. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang
diwakilkan.

2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti
mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan
sebagainya.

b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

1) Cakap hukum,

2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,

3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

c. Hal-hal yang diwakilkan

1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,

2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam,

3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau

jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.



BAB Il1
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH YANG DISERTAI
DENGAN AKAD WAKALAH

Di PT. BPRS LANTABUR JOMBANG

A. Gambaran Umum BPRS Lantabur jombang
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Lantabur Jombang

PT. BPRS Lantabur adalah sebuah lembaga keuangan/ perbankan
pertama di wilayah Jombang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
Diawali dengan keinginan untuk dapat menjalankan perekonomian secara
Islami dan berusaha untuk meningkatkan perekonomian umat diwilayah
Jombang, maka dengan diprakarsai oleh para pemimpin PP. Madrasatul
Qur’an Tebuireng dan masyarakat yang peduli akan perekonomian umat
maka dibentuklah lembaga keuangan yang bernama PT. BPRS
LANTABUR..

PT. BPR Syariah Lantabur berdiri sejak 1 Maret 2006 dengan izin
pendirian berdasarkan keputusan MENHUMKAM No. C-7026.HT.2005 dan
izin usaha dari Bank Indonesia No.8/4/KEP.GBI/2006 tertanggal 01 Maret
2006.

Arti dari kata “Lantabur” yang dijadikan nama pada BPR Syari’ah ini

adalah “Tidak Rugi (Perdagangan Yang Tidak Akan Merugi)”. Kata ini

41
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diambil dari salah satu ayat Al-Qur’an yaitu Surat Al-Fathir ayat 29. Dari kata
tersebut, diharapkan BPR Syari’ah ini dapat menjalankan usahanya dengan
lancar, meraih rizqgi yang barokah, dan insya Allah tidak akan merugi.

Dalam setahun berjalan, PT. BPRS Lantabur mendapat dukungan yang
luar biasa dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan
yang luar biasa dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (tabungan dan
deposito) yaitu sejumlah Rp. 1.616.985.068,- per Maret 2007 dengan imbalan
yang menguntungkan yaitu kurang lebih 6-7% pertahun, disamping itu
kepercayaan masyarakat menjadi lebih kuat dikarenakan PT. BPRS Lantabur
juga merupakan lembaga keuangan yang dijamin oleh pemerintah melalui
program penjamin Dana Pihak Ketiga (LPS) atas hal tersebut maka sangat
menguntungkan dan aman bagi masyarakat berinvestasi pada PT. BPRS
Lantabur melalui program tabungan Mud}ha>rabah dan Deposito
Mud}ha>rabah.

Dari tahun ke tahun PT. BPR Syariah Lantabur ini mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat pada tahun kedua, yaitu
pada tahun 2007 bahwa PT. BPR Syari’ah Lantabur ini telah menambah
Kantor Pelayanan Kas yang berkedudukan di JI. Irian Jaya No. 47A,
Tebuireng Cukir, Jombang yang mulai beroperasinya pada tanggal 13 Juli
2007. Sedangkan pada tahun ketiga, yaitu pada tahun 2008 bahwa PT. BPR
Syari’ah Lantabur ini menambah lagi Kantor Pelayanan Kas di wilayah

Kecamatan Mojoagung yang berkedudukan di JI. Sumobito, Gembiran Utara,
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Mojoagung, Jombang yang beroperasinya pada tanggal 8 Agustus 2006.
Setelah itu, pada akhir tahun kelima yaitu pada tahun 2010 bahwa PT. BPR
Syari’ah Lantabur ini telah berhasil menambah Kantor Cabang di Kota
Mojokerto yang berkedudukan di JI. Residen Pamuji No. 42 Balongsari,
Kodya Mojokerto, yang mulai beroperasinya pada tanggal 8 November 2010.
. Struktur PT. BPRS Lantabur Jombang

Struktur organisasi perusahaan diperlukan untuk menggambarkan
dengan jelas bagian masing-masing tugas dan tanggung jawab dalam
organisasi sehingga membantu tercapainya tujuan perushaan. Untuk lebih
jelasnya tentang struktur organisasi pada PT. BPRS Lantabur Jombang dapat

dijelaskan dibawah ini:

JABATAN PERSONALIA

RUPS Para Pemegang Saham

1. Drs.H.A.Rahman Marsoel, M.M.
Dewan Komisaris 2. Drs. H. Herman Rosyidi, M. Com.

3. Drs. H. Samidi

1. Drs.KH.Mustain Syafi’i, M.Ag.
Dewan Pengawas Syariah
2. Drs.H. Chamim Supa’at

1. Khoirul Anam, S.Ag.
Direktur
2. Agus Mulyana, S.E.

[EEN

Pimpinan Cabang . Wahyudi Fajar Firmansyah, M. Hi.
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. Moh. Jahid, S.Hi.

Manager Umum

Sholeh Bibit, S.Hi.

Manager Marketing

Moh. Anas, S.Hi.

Kepala Kas

. Qibtiatul Munawaroh, S.Hi.

Mudhoffar Afif, S.Hi.

Legal/ Administrasi

Pembiayaan

Sakroni Mukthi, S.Hi.

Accounting

Dwi Rahayu Ningsih, A.Md.

Marketing Lending

M. Amir Abdillah
Moh. Zubaidi, S. Hi.
Mudjianto, S.E.

Heru Setiawan

Marketing Funding

Muhammad Gholib, S.Hi.

Imam Khoirul Shodikin, S. Hi.

. Wedi Pratanto P., S. Hi.

. Syaifudin Yaqin, S. Hi.

Customer Service

Liana Dewi Ambarwati

Meylia Widiastutik

Teller

. Liliek Mardliyah, A.Md.

. Runy Amalia,S.E




45

w

Ajeng Agustina, S.Pd

Choiril Ali Mufidah

Security

Lukman Hakim, ST.

. Muhammad Nizar

Office Boy / Driver

Andik Kurniawan




Tabel 1.1

RUPS

Yang dapat digambarkan sebagaimana bagan dibawah ini:
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DEWAN —}--------- DPS
DIREKTUR UTAMA
DIR. PENGEMBANGAN
DIR. OPERASIONAL
LEGAL
MN,L?’,\I@?'FI\TG PEII_TAESRNAN SAN UMUM ACCOUNTING PEN%E\“,("BAN KEKPQSL A
| | |
MARKETING: Sg%l’{ch')EY TELLER
1. FUNDING
2. LENDING
Diagram 1.1

3. Produk-Produk PT. BPRS Lantabur Jombang

a.

Produk-produk yang ada di PT.BPRS Lantabur Jombang adalah:*

Tabungan

! Brosur PT.BPRS Lantabur Jombang
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Tabungan merupakan sebuah simpanan dana pihak ketiga yang
pengambilan dan penyetorannya diatur berdasarkan ketentuan-
ketentuan tertentu.

1) Tabungan Mud}a>rabah Lantabur (tad}habur)

Adalah simpanan pihak ketiga (perorangan atau kelompok)
secara umum yang bertujuan untuk menitipkan uang demi
keamanan sekaligus investasi pada PT. BPRS Lantabur yang
penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perjanjian
dengan memperoleh imbalan bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam aplikasinya, tabungan mud}a>rabah atau lebih
dikenal dengan tad}abur pada BPRS Lantabur ini, pihak bank
menggunakan layanan jemput bola untuk para nasabah yang berada
dipasar dan disekitarnya, sebagai excellent service dari pihak bank
kepada para nasabah. Karena nasabah pasar cenderung tidak
mempunyai banyak waktu untuk meninggalkan dagangannya
hanya sekedar untuk menabung. Layanan ini bukan hanya berlaku
untuk penyetoran tabungan saja. Tapi juga berlaku untuk penarikan
tunai dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Untuk penarikan
dalam jumlah yang besar, maka nasabah harus memesan terlebih
dahulu.

Untuk bagi hasil/nisbah dari tabungan mud}a>rabah

sendiri dihitung secara harian. Sedangkan untuk pajak nisbah bahas



48

itu akan diambil jika saldo tabungan mencapai Rp. 7.500.000,-
sebanyak 20 % dari nisbah yang diperoleh. Sehingga tidak akan
mengurangi saldo pokok tabungan.

Disamping itu, tabungan mud}a>rabah juga bebas dari
biaya bulanan, yang biasanya pada bank-bank lain khususnya pada
bank konvensional pasti dikenakan potongan pada setiap bulannya.
2) Tabungan Pelajar Lantabur (Qolam)

Adalah simpanan pihak ketiga PT. BPRS Lantabur yang
dikhususkan bagi para pelajar maupun santri yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat.

Untuk aplikasi Tabungan Pelajar Lantabur sendiri, tidak
berbeda dengan tabungan mud}a>rabah yang telah ada. Hanya
saja yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah pada
subyeknya. Kalau tabungan mud}a>rabah itu diperuntukkan bagi
pihak ketiga secara umum. Sedangkan Tabungan Pelajar Lantabur
yang menjadi pihak ketiga adalah diperuntukkan khusus bagi
pelajar atau santri. Disamping itu, bahas yang akan didapat oleh
keduanya akan berbeda pula. Yakni jika pada Tabungan
Mud}a>rabah Lantabur bahas| yang akan di dapatkan lebih besar,
sedangkan untuk Tabungan Pelajar Lantabur bahas| yang akan
didapat lebih kecil. Karena tujuan para pelajar menabung bukan

untuk mendapatkan/mencari keuntungan.
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3) Tabungan Haji dan Umrah (Hijrah)

Adalah simpanan pihak ketiga PT. BPRS Lantabur dengan
tujuan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, yang hanya boleh
diambil pada saat akan menunaikan ibadah haji dan umrah atau
atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Bank syari’ah
juga melayani talangan untuk mendapatkan porsi haji bagi nasabah
calon jamaah haji yang membutuhkan.

Hijrah (Tabungan Haji dan Umrah) ada dua macam, yaitu:
a) Tabungan Talangan Haji.

Tabungan Talangan Haji yaitu simpanan yang dimiliki
oleh nasabah dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji atau
umrah. Dengan catatan si nasabah telah memiliki jumlah
tabungan minimal sebesar Rp. 6.000.000,- Dan setelah uang
tersebut terkumpul maka pihak bank akan memberikan dana
talangan kepada nasabah sebesar Rp. 23.000.000,- sebagai
penutup kekurangannya. Dalam hal ini BPRS Lantabur bekerja
sama dengan Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Mega Syari’ah.
Jadi Bank Lantabur sendiri hanyalah bertindak sebagai
penyalur saja. Sehingga yang mengurusi dan memfasilitasi
pendaftaran adalah mitra kerja dari Bank Lantabur. Dalam hal
ini adalah Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Mega Syari’ah.

b) Tabungan Haji.
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Tabungan Haji adalah tabungan yang dimiliki oleh
nasabah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji atau
umrah, dengan cara si nasabah menabung sampai saldo
tabungan yang dimiliki telah memenuhi syarat pendaftaran
untuk mendapatkan porsi haji, dengan tanpa adanya bantuan
atau yang biasanya disebut dengan dana talangan yang
dikeluarkan oleh pihak bank. Dengan kata lain, nasabah tidak
memerlukan dana talangan dari bank untuk mendapatkan porsi.

Adapun akad yang digunakan dalam Tabungan Haji dan
Umrah adalah akad wadi’ah yad d}amanah. Yaitu sebuah akad
dengan pihak yang menerima titipan (Bank) bisa berlaku bebas
atau boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang
dititipkan. Dengan tujuan agar uang tersebut tidak hanya diam
namun dapat berlaku produktif, sehingga bank akan
mendapatkan hasil dari uang yang telah dikelola serta
diedarkan tersebut. Disamping itu, nasabah Hijrah pada
akhirnya akan mendapatkan bonus yang nantinya diberikan
oleh pihak bank.

Dan dari semua operasional yang dilakukan oleh pihak
bank tersebut perlu digaris bawahi bahwa, uang titipan nasabah
tersebut tidak boleh kurang. Pihak penerima titipan hanya dapat

membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan
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saja. Sehingga nasabah akan memperoleh uang tabungannya itu
secara utuh dan ditambah dengan bonus. Jadi, pada produk ini
tidak ada bahas|nya. Akan tetapi nasabah akan mendapatkan
bonus dari bank.?

Disamping hal tersebut, jika terjadi pembatalan
pemberangkatan nasabah yang disebabkan karena beberapa hal
yang sangat mendesak atas persetujuan pimpinan. Seperti
halnya si nasabah meninggal dunia, maka uang yang telah
keluar untuk pendaftaran bisa dikembalikan pada pihak
keluarga nasabah.

4) Tabungan Qurban (Taqorub)

Adalah simpanan pihak ketiga PT. BPRS Lantabur yang
dihimpun untuk ibadah Qurban dengan penarikan yang dilakukan
pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah Qurban atau atas
kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Untuk aplikasi akadnya, Tabungan Qurban juga
menggunakan  akad wadi’ah yad amanah  dalam
pengoperasionalannya. Ketika uang nasabah telah terkumpul,
melalui kerjasama yang telah disepakati antara masyarakat dengan
PT. BPRS Lantabur maka pihak Bank akan berupaya dalam

penyediaan hewan kurban yang sesuai dengan tuntunan syariah.

2 Agus Mulyana, Wawancara, Jombang,19 februari 2011.
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Dalam Tabungan Qurban, pihak bank tidak mendapatkan
apa-apa. Karena tabungan ini berprinsip wadi’ah, yaitu titipan.
Hanya saja pihak bank bisa mempergunakan dana pihak ketiga
tersebut dengan bebas tanpa adanya nisbah dengan nasabah.

b. Deposito
1) Mud}a>rabah Mut}lagah

Adalah bentuk kerja sama antara s}a>h}ibul ma>l dan
mud}a>rib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Maksudnya
deposan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pihak bank
dalam penyaluran dananya.

Untuk jangka waktunya, apabila jatuh tempo tapi nasabah
tidak mengambil dananya atau memperpanjang waktu deposito,
maka perpanjangan akan berlaku secara otomatis.

2) Mud}a>rabah Mugayyadah

Adalah bentuk kerja sama antara s}a>h}ibul ma>l dan
mud}a>rib, dimana si mud}a>rib dibatasi dengan batasan jenis
usaha, waktu, atau tempat usaha.

Untuk akad mud}a>rabah, jangka waktu yang ada adalah
1,3,6,12 bulan. Dan yang ada di BPRS Lantabur hanyalah

deposito mut}lagoh. Karena jika menggunakan mud}a>rabah
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mugayyadah, maka bank akan mengalami kesulitan dalam

pendistribusian uangnya.

c. Pembiayaan

1)

2)

Investasi konsumtif

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi
kebutuhan.
Mud}a>rabah (Bagi Hasil)

Adalah pembiayaan modal kerja yang sepenuhnya atau
100% ditanggung oleh bank syariah (s}a>h}ibul ma>l),
sedangkan nasabah hanya bertindak sebagai pengelola usaha dan
memanagemen secara baik (mud}a>rib). Hasil keuntungan usaha
mud}a>rabah akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama
yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat
kelalaian si pengelola. Namun seandainya kerugian itu diakibatkan
oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus
bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam pembiayaan mud}a>rabah sendiri dalam
pelaksanaannya juga memerlukan peranan aktif yang lebih dari
kedua belah pihak, yaitu dari s}a>h}ibul ma>I atau si mud}a>rib.

S}a>h}ibul ma>l sebagai pihak pemberi modal memiliki
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kewajiban dan tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi
jalannya usaha yang telah dibiayai, apakah dalam usaha tersebut
mengalami  kemajuan atau malah sebaliknya mengalami
kemerosotan. Sedangkan pihak mud}a>rib juga harus melakukan
laporan pada setiap bulannya kepada pihak bank yang wajib
dilaksanakan setiap bulan sekali untuk memberikan informasi
pada bank tentang perkembangan usaha yang telah dirintis dengan
menggunakan uang pembiayaan yang telah diajukan. Sebab
informasi-informasi yang akan dilaporkan oleh pihak mud}a>rib
dapat dikatakan sangat penting bagi pihak bank, demi kelancaran
usaha serta perjanjian dari kedua belah pihak yang bekerja sama.
Manfaat Mud}a>rabah:3
a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat
keuntungan usaha nasabah meningkat.
b) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang
benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
3) Musya>rakah (Penyertaan Modal)
Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan
kepada nasabah dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak

bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau

3 Sakroni Mukti, Wawancara, Jombang,21 februari 2011.



55

menggugurkan haknya dalam manajemen usaha. Keuntungan dari
usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai
dengan kesepakatan bersama.

Manfaat musya>rakah:*

a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada
saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang
benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
4) Mura>bah}ah (Modal Kerja)

Pembiayaan jual beli atau investasi yang cara
pembayarannya tiap bulan hanya keuntungannya saja dan pada
saat jatuh tempo pokok peserta keuntungan sesuai dengan
kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, mura>bah}ah juga dapat
dilakukan dengan akad waka>lah. Yaitu bank memberikan kuasa
kepada nasabah pengguna dana untuk membeli/membelanjakan
sendiri barang-barang yang dibutuhkan dengan dana yang telah
diberikan oleh bank. Akan tetapi, nasabah wajib mengembalikan
faktur pembelian barang tersebut kepada bank selambat-lambatnya
1 minggu setelah pencarian dana atau saat penandatangan akad

mura>bah}ah.®

4 1bid.,
5 Sakroni Mukti, Wawancara, Jombang,17 februari 2011
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Implementasi Akad Mura>bah}ah

Mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam
mura>bah}ah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli,
kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian
mura>bah}ah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh
nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian
menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-
mark-up. Dengan kata lain, penjual barang kepada nasabah dilakukan atas
dasar cost-plus profit.

Dalam praktiknya, mura>bah}ah juga dapat dilakukan dengan akad
waka>lah. Yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah pengguna dana
untuk membeli/membelanjakan sendiri barang-barang yang dibutuhkan
dengan dana yang telah diberikan oleh bank. Akan tetapi, nasabah wajib
mengembalikan faktur pembelian barang tersebut kepada bank selambat-
lambatnya 1 minggu setelah pencarian dana atau pada saat penandatanganan
akad mura>bah}ah. Akan tetapi hal ini hanya tertuang didalam isi perjanjian
saja. Dalam prakteknya akad mura>bah}ah dan akad waka>lah dilakukan
secara bersamaan pada hari yang sama, tetapi tanggal dalam surat perjanjian
ditulis berbeda. Hal ini juga yang menyebabkan banyak nasabah yang tidak

pengembalikan faktur pembelian.
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1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan mura>bah}ah

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada
bank dan menyatakan surat keterangan permohonan pembiayaan
dengan syarat sebagai berikut :

Persyaratan mengajukan produk dalam bentuk Pembiayaan:®

a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh
bank

b. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lainya

c. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga

d. Meneyerahkan foto copy Surat Nikah

e. Meyerahkan foto copy legalitas usaha (SIUP, NPWP)

f.  Menyerahkan foto copy Jaminan

Bank akan memeriksanya dan mempertimbangkan apakah
disetujui atau tidak disetujui permohonan tersebut.

Bank menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan,
seperti informasi dasar yang meliputi jumlah pembiayaan yang
diminta, kegunaan dana, jangka waktu, cara pembayaran sumber
dana, pembayaran dana dan lain-lain

Ruang lingkup yang dianalisis secara umum 5 C:’

¢ Formulir Permohonan Pembiayaan PT. BPRS Lantabur Jombang
" Pedoma Dasar Operasional Dan Pembukuan PT. BPRS Lantabur Jombang
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Aspek nasabah (character dan keluarga): dilihat kondisi nasabah
secara umum dan keluarganya sehingga kita dapat menyimpulkan
bahwa karakter dan kondisi keluarga cukup bagus untuk dibiayai.
Aspek usaha (capital, capacity, dan perputaran usaha nasabah):
kita harus mampu menghitung dan membuat sebuah neraca
sederhana dari usaha nasabah sehingga kita mampu menghitung
kebutuhan modal usaha nasabah.

Aspek keuangan (kemampuan bayar nasabah): kita harus dapat
memastikan sumber pendapatan calon nasabah dan biaya yang
dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup nasabah sehingga
dapat diketahui seberapa besar kemampuan nasabah untuk
membayar jumlah angsuran.

Aspek legal dan syariah (legal dan kesesuaian usaha dengan
syariah) : kita dapat melihat aspek legalitas tempat usaha (tempat
sendiri, sewa, pinjaman, liar) dan kita harus melihat aspek
usahanya sesuai syari’ah atau tidak.

Aspek jaminan (collateral): jaminan harus mencover atas
pembiayaan yang akan diberikan : tanah berdasarkan SHM,
SHGU, SHGB di nilai dapat dibiayai maksimal 70% dari nilai
transaksi jaminan, sedangkan untuk kendaraan bermotor dapat

dibiayai maksimal 50% dari harga transaksi wajar.
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Untuk analisa pembiayaan yang bersifat konsumtif maka yang
harus lebih kita perhatikan adalah analisa keuangan nasabah yaitu
maksimal 40% dari total pendapatan nasabah setelah dikurangi dari
kebutuhan angsuran pada bank lainnya.

Untuk analisa pembiayaan yang bersifat modal kerja maka
aspek harus lebih kita perhatikan adalah aspek usaha nasabah sehingga
kita betul-betul tahu berapa kebutuhan sesungguhnya modal kerja dari
usaha nasabah.

. Perhitungan biaya-biaya dalam pembiayaan mura>bah}ah
Untuk plafond < Rp. 40.000.000,- margin sebesar 1,7 % - 1,5 %
Untuk plafond > Rp. 40.000.000,- margin sebesar 1,5 % - 1,3 %

Margin = Plafond X margin yang telah ditentukan

Jangka waktu pembiayaan
Angsuran bulanan = pokok + margin
Contoh :
Pembiayaan pembelian motor
a. Harga motor = Rp. 14.000.000,-
b. Urbun /uang muka = Rp. 2.000.000,-
c. Plafond = Rp. 12.000.000,-
d. Margin yang telah disepakati = 20% pertahun / 1,66 perbulan
e. Jangka waktu pembiayaan = 1 tahun

Berapakah jumlah angsuran perbulan ?
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Jawab :

Margin perbulan = Rp. 12.000.000,- X 20 % = Rp. 200.000,-
12 bulan

Pokok perbulan = Rp. 12.000.000,- = Rp. 1.000.000,-
12 bulan

Total angsuran perbulan = pokok + margin
= Rp. 1.000.000,- + Rp. 200.000,-
= Rp. 1.200.000,-
Selain angsuran, ada beberapa biaya yang harus dipenuhi, diantaranya:
1) Biaya Administrasi
Biaya administrasi ditentukan berdasarkan besar kecilnya
jumlah plafond yang diajukan. Akan tetapi batas maksimumnya adalah

1.5%.

2) Biaya Materai

Biaya materai sebesar Rp. 6.000,-/materai

Untuk plafond <Rp. 4.000.000 menggunakan 1 materai = Rp. 6.000,-.
Sedangkan untuk plafond >Rp. 4.000.000 menggunakan 2 materai =
Rp. 12.000.000,-

3) Biaya Asuransi

Premi Asuransi dihitung berdasarkan acuan sebagai berikut :



Premi Asuransi Pembiayaan

BULAN RATE
12 2,35
24 3,15
36 4,75
48 6,30
60 7,90
72 9,55
84 11,20
96 13,00
108 15,00
120 16,50
132 18,20
144 20,15
156 22,15
168 24,25
180 26,45

Tabel 1.2

Cara perhitungannya adalah

Biaya Asuransi = Plafond X Rate / 1000
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= Rp. 12.000.000,- X 2,35/ 1000

= Rp. 28.200,-

4) Biaya Notaris
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Biaya Notaris ditentukan berdasarkan jumlah plafond yang telah

diklasifikasikan pada tabel berikut :

PENGIKATAN PP DAN PLAFOND SAMPAI TOTAL

JAMINAN BIAYA
Waarmeking >3.000.000 <4.500.000 15.000
Legalisasi >5.000.000 <9.500.000 25.000
SKMHT + waarmeking >10.000.000 <25.000.000 105.000
SKMHT + legalisasi >26.000.000 <49.000.000 125.000
FEO + waarmeking >10.000.000 <25.000.000 105.000
FEO + legalisasi >25.000.000 125.000
SKMHT + APHT + legalisasi >50.000.000 1.300.000
Roya jaminan 600.000

Tabel 1.3

Biaya notaris dari jumlah plafond sebesar

adalah = Rp. 105.000,-

5) Biaya Pembukaan Rekening

Rp. 12.000.000;-

Pembukaan rekening minimal Rp. 10.000,-. Atau bisa dengan

potongan dari plafond yang diberikan/pembiayaan yang baru.
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3. Pembiayaan Bermasalah
Penyebab pembiayaan bermasalah :
a. Faktor intern bank :
1) Petugas (knowledge, skill, attitude)
2) Sistem (penyaluran, monitoring, pelunasan)
3) Management (loand commite, pengurus/pejabat)
b. Faktor eksternal bank :
1) Nasabah (character, capacity, condition).
2) Lingkungan (bencana alam, musim, kebijakan pemerintah).
c. Gejala dini pembiayaan bermasalah dan hal-hal lain yang perlu
diperhatikan:
1) Pembiayaan yang terus-menerus.
2) Nasabah tidak kooperatif lagi/sulit ditemui.
3) Nasabah kurang mengetahui kondisi usahanya sendiri.
4) Persediaan alat-alat produksi yang tidak terawat.
5) Kesulitan produksi, bahan baku.
d. Kerugian akibat pembiayaan bermasalah :
1) Biaya dana atau PPAP.
2) Biaya administrasi.
3) Personalia/moral.

4) Reputasi.



5)
6)
7)

8)

Kesempatan berusaha.
Pengacara.
Rentabilitas.

Solvabilitas
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
AKAD MURABAHAH YANG DISERTAI DENGAN AKAD
WAKALAH DI PT. BPRS LANTABUR JOMBANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Rukun dan Syarat akad
Mura>bah}ah yang disertai akad waka>lah di PT. BPRS lantabur jombang
mura>bah}ah diartikan sebagai perjanjian yang disepakati antara Bank
Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian
bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan
dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin
keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dalam pembiayaan mura>bah}ah juga
menyertakan akad waka>lah didalamnya. Yakni melimpahkan kuasa dari seorang
sebagai pihak pertama kepada orang lain “pihak kedua” dalam hal-hal yang
diwakilkan, dengan catatan bahwa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa
atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah
dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab
atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atas
pemberi kuasa. Jadi dalam satu pembiayaan ada dua akad yang harus disepakati
dan dilaksanakan oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Begitu juga
yang terjadi di PT. BPRS Lantabur Jombang. Implementasi akad mura>bah}ah
yang disertai dengan akad waka>lah diPT. BPRS Lantabur Jombang adalah bank

membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan
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memberikan kuasa kepada nasabah pengguna dana tersebut untuk membelanjakan

sendiri barang-barang modal yang mereka butuhkan. Sedangkan penandatanganan

akad mura>bah}ah dan akad waka>lah dilakukan secara bersamaan dengan akad
waka=>lah.
Hal ini bertentangan dengan syarat barang yang diakadkan, yaitu ;

1. Barangnya harus ada. Sehingga tidak boleh mengadakan akad jual beli
barang yang tidak ada, sampai barang tersebut ditemukan, dan barang
terancam tidak ada. Disini barangnya dikatakan tidak berwujud/tidak ada
dikarenakan dana yang telah diberikan oleh pihak bank belum dibelanjakan
oleh nasabah pengguna dana.

2. Barangnya berupa harta yang jelas hartanya

3. Barangnya dimiliki sendiri. Dengan penjelasan diatas, sangat jelas bahwa
barang belum menjadi milik bank. Karena dropping dana baru dilakukan
setelah akad mura>bah}ah ditanda-tangani.

4. Barang itu dapat diserahkan waktu akad

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya
pembiayaan mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah yang dilakukan
secara bersamaan itu tidak memenuhi syarat jual beli. Yaitu obyek yang diperjual
belikan tidak ada, tidak dapat diserahkan ketika akad mura>bah}ah dan bukan

barang milik bank. Adapun menjual barang sebelum ada ditangan, maka tidak
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boleh.! Dengan berdalil riwayat Ahmad, Al Baihagi dan lbnu Hibban dan Sanad

yang hasan; bahwa Hakim bin Hizam berkata ;

-

256 el CIEBIN J6 E s Ll L A2 W8 B ¢ u}lf» J3s G

.-
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“Wahai Rasulullah sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah yang
halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?”” Rasulullah bersabda :
jika kamu telah membeli sesuatu maka janganlah kau jual sebelum ada
ditanganmu”’.

Dan menurut riwayat Al- Bukho>ri dan Muslim :

G b a1 130 Lo e 40 e 0 3l aie Je O3 15 B G

V‘LL"J J\ ojj.’u;}-cdw&ﬁ °“/ /\

Bahwa pada zaman Rasulullah manusia membeli makanan secara Jumlah untuk
kemudian mereka jual ditempat. Sebelum mereka tempatkan atau bawa
keperjalanan mereka.

Dan Rasulullah SAW menyatakan tentang larangan barang yang dijual

tetapi belum diserahkan :2

Ml g 07 2 plos et Lo b 3 jd‘w‘*”‘w@‘”b‘f’%&;

( sjby_\ obj> rzL Uy J jL;_;:J\ Lij;.; s" CL’J Eos
Dari Zaid bin sabit r.a. bahwa Nabi SAW telah melarang menjual barang-

barang ketika berlaku jual-beli sebelum barang-barang itu dipindahkan oleh
pedagang-pedagang ke kendaraan mereka lebih dahulu.” (H.R. Abu Dawud)

! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 12, (Bandung: Pustaka,cet 2,1988),64.
2 lbnu Mas’ud, Figih Madzhab Syafi’i (edisi lengkap) buku 2; Muamalat, Munakahat,
Jinayat,(Bandung: CV Pustaka Setia,cet 2, 2007),61.



69

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak
terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka
jual beli itu batil. Jual beli yang batil diantaranya adalah :

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada (ba’i ma’dum)
2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
3. Jual beli yang mengandung unsure tipuan

Allah swt berfirman QS. Al-Nisa’ [4]: 29:

058 5N bl oK 1t 588 Y el st
------- SN
Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi akad Mura>bah}ah yang
disertai dengan waka>lah di PT. BPRS lantabur Jombang
Dalam prakteknya pembelian objek mura>bah}ah dapat dilakukan oleh
pembeli mura>bah}ah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad
waka>lah atau perwakilan. Pembeli mura>bah}ah bertindak untuk dan atas nama
bank dalam melakukan pembelian. Setelah akad waka>lah selesai dan objek
mura>bah}ah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank, maka terjadi
akad kedua antara bank dengan pembeli, yaitu akad mura>bah}ah. Sesuai dengan

isi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan Jika bank

% 1bid.,128.
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hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,
menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (Waka>lah) dari Bank
kepada Nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum Akad Jual
beli Murabahah terjadi. Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan tentang peraturan
tersebut.. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI1/2005 tanggal 14
Nopember 2005 tentang standarisasi akad, Bl menegaskan kembali penggunaan
media waka>lah dalam mura>bah}ah pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal
bank mewakilkan kepada nasabah (Waka>lah) untuk membeli barang, maka akad
mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
Bahkan dalam bagian penjelasan PBI tersebut ditegaskan bahwa akad waka>lah
harus dibuat terpisah dengan akad mura>bah}ah. Lalu ditegaskan, yang
dimaksud secara prinsip barang milik bank dalam Waka>lah pada Akad
Mura>bah}ah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang
atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian.*

Sedangkan yang terjadi di PT> BPRS Lantabur Jombang adalah akad
mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah dilakukan secara bersamaan.
Hal ini jelas bertentangan dengan isi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang mura>bah}ah dan PBI No.7/46/PBI1/2005 yang dengan jelas menyatakan
bahwasannya antara akadmura>bah}ah dengan akad waka>lah harus terpisah.

Dengan kata lain akad waka>lah harus ditunaikan terlebih dahulu. Setelah

4 www.bi.go.id,(01 juli 2011).
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barang terbeli maka barulah akad mura>bah}ah dilaksanakan. Karena jika akad
mura>bah}ah mendahului pemberian waka>lah dan dropping dana pembelian
barang. Bagaimana bisa dikatakan barang telah menjadi milik bank, jika dropping
dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad mura>bah}ah ditanda-
tangani. Sehingga obyek dari jual beli tersebut tidak ada. Jual beli seperti ini tidak
memenuhi syarat rukun jual beli. Sehingga jual beli seperti ini tergolong jual beli
batil.

Selain itu ada perekayasaan waktu penandatanganan akad yang
dilakukan oleh pihak bank dapat dimasukkan dalam unsur gharar yaitu
ketidakjelasan. Dan menjadi pertanyaan besar apakah barang itu nantinya benar-
benar ada atau tidak. Sehingga jual beli ini unsur dikategorikan ba’i ma’dum
(tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi

akad baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada). °

> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Figih Muamalah), ( Jakarta : Raja
Grafindo Persada, cet 1, 2003),148.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Implementasi akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah diPT.
BPRS Lantabur Jombang adalah bank membiayai pembelian barang yang
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan memberikan kuasa kepada nasabah
pengguna dana tersebut untuk membelanjakan sendiri barang-barang modal
yang mereka butuhkan. Sedangkan penandatanganan akad murabahah dan
akad wakalah dilakukan secara bersamaan dengan akad wakalah. Akan
tetapi dalam isi surat perjanjian akad tanggal penandatanganan kedua akad
tersebut ditulis berbeda.
Implementasi akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah diPT.
BPRS Lantabur Jombang tergolong jual beli batil. Karena tidak memenuhi
syarat rukun jual beli. Yaitu
a. Barangnya harus ada. Sehingga tidak boleh mengadakan akad jual beli
barang yang tidak ada, sampai barang tersebut ditemukan, dan barang
terancam tidak ada. Disini barangnya dikatakan tidak berwujud/tidak
ada dikarenakan dana yang telah diberikan oleh pihak bank belum
dibelanjakan oleh nasabah pengguna dana.

b. Barangnya berupa harta yang jelas hartanya
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c. Barangnya dimiliki sendiri. Dengan penjelasan diatas, sangat jelas
bahwa barang belum menjadi milik bank. Karena dropping dana baru
dilakukan setelah akad murabahah ditanda-tangani.

d. Barang itu dapat diserahkan waktu akad.

Karena transaksi murabahah terjadi sebelum dana dibelanjakan atau
barang secara prinsip belum menjadi milik bank. Selain itu implementasi akad
mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah diPT. BPRS Lantabur
Jombang bertentangan dengan isi fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang mura>bah}ah dan PBI No.7/46/PBI1/2005 tentang standarisasi akad.

Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada
pihak BPRS Lantabur Jombang untuk mengkaji kembali implementasi akad
mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah yang dilakukan dalam waktu

yang sama. Dengan tujuan agar transaksi-transaksinya lebih syar’i.
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